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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut bahwa: 

1. Perlindungan hukum terkait dengan rekam medis online di Indonesia 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 

tentang Rekam Medis dimana peraturan ini menegaskan terkait 

dengan pengaturan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hal ini 

kemudian sesuai dengan perkembangan di bidang kesehatan dimana 

metode praktek layanan kesehatan berbasis online diselenggarakan 

langsung oleh rumah sakit ataupun secara tidak langsung melalui 

platform aplikasi yang tidak berada dibawah fasilitas kesehatan. 

Kerahasiaan data dalam rekam medis menjadi tanggung jawab bagi 

setiap tenaga kesehatan yang berhubungan baik secara langsung 

ataupun tidak dengan perawatan pasien dan termasuk juga Rumah 

Sakit sebagai penyelenggara fasilitas layanan kesehatan. 

2. Penyelenggaraan layanan kesehatan melalui aplikasi medical health 

tidak terlepas dari data identitas serta rekam medis online milik 

pasien dimana untuk menjaga kerahasiaan data tersebut, tenaga non 

medis melakukan inisiasi pengambilan sumpah yang menegaskan 

bahwa seluruh tenaga kerja baik medis maupun non-medis memiliki 

tanggung jawab terkait dengan kerahasiaan data pasien pengguna 
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aplikasi medical health dimana pelanggaran terhadap kerahasiaan ini  

akan dijatuhi hukuman pidana pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana terkait dengan pembukaan rahasia jabatan dan juga 

pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

B. Saran 

Dalam hal demi terselenggaranya suatu pelayanan kesehatan 

yang berbasis online terutama melalui aplikasi medical health dengan 

tepat dan aman diperlukan adanya peraturan khusus yang mengaturnya. 

Hal ini dapat berdampak bagi hak pasien untuk jaminan kerahasiaan data 

identitas dan informasi kesehatan miliknya dimana dapat menimbulkan 

celah untuk terjadinya penyimpangan akibat adanya kekosongan hukum 

dalam hal penyelenggaraan medical health yang tidak hanya terdiri atas 

tenaga medis saja melainkan juga tenaga non medis. Para penyedia 

layanan kesehatan juga dapat bersama pemerintah memberikan promosi 

dan juga edukasi terkait dengan pelaksanaan electronic health ini 

terutama dengan pesatnya perkembangan penggunaan aplikasi medical 

health. 
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